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Tren Investasi Dunia terus Merosot

Tren investasi cenderung menurun karena ketidakpastian ekonomi sehingga investor akan menjadi lebih selektif ke depan.
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Sumber: UNCTAD



‘Peluang’ Investasi Indonesia

Indonesia masih dinilai atraktif oleh investor, terutama oleh Tiongkok, dengan peluang yang banyak dan risiko yang rendabh.

Sumber: EIU (2023)
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Inefisiensi Ekonomi

Sayangnya, investasi masih belum efisien dalam memacu gerak ekonomi. Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi
menyebabkan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, bahkan lebih buruk, selama sepuluh tahun terakhir.
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Pokok Masalah




Pembangunan Infrastruktur Tidak Cukup

Pembangunan infrastruktur selama sepuluh tahun terakhir tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kinerja logistik.
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Lanskap Persepsi Korupsi Posisi Indonesia 2023

w==Indonesia = Rerata Global

Upaya pemberantasan korupsi di dunia relatif melamban. Posisi Indonesia stagnan dengan -
skor 34/100 dan peringkat 115 dari 180 negara. Faktor utama: Pelemahan KPK dan revisi UU MK. Foundation
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Korupsi Katalis Inefisiensi

Reformasi antikorupsi masih tidak ideal untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Upaya untuk masyarakat memiliki sikap yang
lebih antikoruptif juga jauh dari target yang telah ditetapkan.
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LAB @5

Kekayaan tanpa Kesetaraan

Ekonomi Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh kekayaan dari sektor rente.*
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*Sektor Rente yang dihitung: Batubara, Kelapa Sawit, Kayu, Pertahanan, Perbankan, Infrastruktur dan Distribusi, Migas, Kimia,
Sumber: The Economist Energi Lainnya, Pelabuhan, Bandara, Properti, Konstruksi, Baja, Logam dan Komoditas, Utilitas dan Jasa Komunikasi, Kasino,



Ketimpangan Semakin Buruk

Ketimpangan Indonesia semakin buruk dari posisi 15 tahun yang lalu.
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Korupsi (Mengancam) Demokrasi

Pengendalian korupsi yang tidak efektif membuat ketimpangan semakin besar. Hal ini dapat meningkatkan instabilitas politik.
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Masyarakat yang Semakin Permisif

Masyarakat menganggap suap, gratifikasi, nepotisme, dan pemerasan menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan.
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Persepsi dan Pengalaman Politik Uang

Semakin banyak masyarakat yang menganggap wajar dan pernah ditawari politik uang, terutama menjelang Pemilu 2024.
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Suap dalam Mengakses Layanan Publik

Masyarakat yang pernah melakukan suap saat mengakses layanan publik tidak dominan, tetapi masih banyak yang memaklumi.
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LAB 5

Potensi Konflik Kepentingan Pejabat Publik

Konflik kepentingan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menuntaskan agenda reformasi antikorupsi.
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LAB 5

Koridor Kebijakan




Demokrasi, bukan Kleptocracy

Pertumbuhan yang berkualitas dan setara dibutuhkan sebagai prasyarat menjadi negara maju.
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Pemerintah ‘Hadir’ di Setiap Siklus Kehidupan

Bantuan pemerintah seharusnya menjadi alat akselerator mobilitas sosial dan ekonomi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
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Pemberdayaan Perempuan sebagai Solusi

Dengan lebih banyak perempuan sebagai pemangku kebijakan, pemberantasan korupsi besar atau kecil menjadi lebih efektif.
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